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ABSTRAK 

 

POLITIK PATRONASE DAN KLIENTELISME CHUSNUNIA CHALIM 

DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 

 

Oleh 

ELYTA 

 

Penelitian ini mengkaji praktik patronase dan pola hubungan klientelisme yang 

dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di 

Daerah Pemilihan Lampung II. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Chusnunia Chalim mengandalkan berbagai bentuk 

patronase, termasuk pemberian barang pribadi, pelayanan komunitas, dan barang 

kelompok (club goods), terutama melalui jaringan sosial keagamaan seperti Nahdlatul 

Ulama (NU), Muslimat NU, dan Fatayat NU. Meskipun demikian, tidak ditemukan 

indikasi penggunaan proyek infrastruktur kecil (pork barrel projects) dalam kampanye 

Chusnunia Chalim. Praktik patronase dan klientelisme Chusnunia Chalim berhasil 

menciptakan loyalitas pemilih.  

Kata kunci: Patronase, Klientelisme, Pemilu Legislatif Tahun 2024, Chusnunia 

Chalim 
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ABSTRACT 

THE POLITICS OF PATRONAGE AND CLIENTELISM OF CHUSNUNIA 

CHALIM IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS 

By 

ELYTA 

This study investigates the patronage practices and clientelistic relationship 

patterns employed by Chusnunia Chalim during the 2024 Legislative Election in 

Electoral District II of Lampung. Utilizing a qualitative descriptive methodology with 

a case study approach, data were collected through interviews, observations, and 

documentation, and analyzed through data reduction, presentation, and verification 

processes. The findings indicate that Chusnunia Chalim's patronage strategies 

involved various forms, including the distribution of personal goods, community 

services, and goods club, with a particular emphasis on leveraging religious social 

networks such as Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat NU, and Fatayat NU. However, 

there was no evidence of the use of small infrastructure projects (pork barrel projects) 

in her campaign. Chusnunia Chalim's patronage and clientelist practices effectively 

fostered voter loyalty. 

Keyword: patronage politics, clientelism, 2024 Legislative Election, Chusnunia 

Chalim 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi procedural, meskipun 

demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum 

merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus 

diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di Negara-negara 

yang menamakan diri sebagai Negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk 

memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat 

maupun daerah (Antari, 2018). 

 

Pemilihan umum yang dilaksanakan 14 Februari 2024 merupakan pemilihan 

secara langsung ke 5 yang dilaksanakan selama lima tahun sekali baik untuk 

memilih anggota legislatif maupun untuk memilih anggota eksekutif. Rakyat 

diberikan kebebasan mutlak untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi 

pemimpin. Harapanya melalui pelaksanaan pemilihan langsung akan diperoleh 

sosok pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat, namun dalam perjalananya 

proses politik dalam memperebutkan kekuasaan tersebut telah dinodai dengan 

banyak kecurangan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat 

untuk mencapai kekuasaan. Entah dengan apa pun, tidak melihat rambu-rambu 

yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Sejalan dengan 

penelitian Solikin yang menjelaskan bahwa: 

“sistem pemilu yang diterapkan saat ini banyak menimbulkan problematika di 

masyarakat seperti money politic, mobilisasi massa pelibatan anak-anak, kecurangan 

dalam pelaksanaan pemilu, hingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan 

pemilu, dan irrasionalitas dari para caleg dalam ikhtiar pemilu, hingga menghilangkan 

prinsip keadilan dan kesetaraan” (Sholikin, 2019:3). 

 

Bahkan salah satu contoh nyata atas kemunduran dalam perpolitikan di 

Indonesia adalah meluasnya ikatan patronase antara elit politik dengan berbagai 

unsur seperti organisasi masyarakat (Fadiyah, 2018). Patronase merupakan 
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sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu 

secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam 

rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (Aspinall & Sukmajati, 

2015). Sehingga pemilu yang diharapkan dapat dilakukan dengan jujur dan 

seimbang, faktanya justru termanipulasi dengan aksi-aksi kecurangan. 

Biasanya politik patronase dilakukan dengan cara memberikan uang tunai, 

barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak 

proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan 

oleh individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada 

kelompok/komunitas. Misalnya lapangan sepakbola baru bagi para pemuda 

disebuah kampung (Aspinall & Sukmajati, 2015). 

 

Politik patronase sering menjadi pilihan strategi kampanye dalam 

memenangkan pertarungan politik baik dalam kontestasi Pemilihan Kepala 

daerah ataupun dalam pemilihan legislatif. Politik patronase di Indonesia 

sendiri sudah mulai muncul ke permukaan dengan praktik-praktik seperti 

politik uang melalui penelitian-penelitian dengan tema proses pembelian suara 

yang dilakukan oleh para kandidat kepada para pemilih pada momen-momen 

seperti Pilkada, Pilpres, ataupun Pileg (Rhomadhon, 2015). 

 

Ketika mengacu pada pengertian politik uang yaitu sebagai praktik distribusi 

uang yang bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi terkadang dalam bentuk 

barang, yang diberikan kandidat kepada pemilih pada saat pemilu, politik uang 

merupakan sebagian hal yang tergolong praktik politik patronase dan masuk 

dalam kategori pembelian suara (vote buying). Selain dari bentuk pemberian 

lainnya, seperti bentuk pelayanan dan kegiatan, aktivitas (service and activities) 

tertentu pada masa kampanye, pemberian barang-barang yang tergolong untuk 

kepentingan kelompok atau komunitas tertentu di masyarakat (club goods), 

maupun yang menyentuh tentang penggunaan uang negara (biasanya berupa 

proyek-proyek pemerintah) yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan 

para kandidat biasanya para kandidat petahana (Rhomadhon, 2015). 
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Politik uang di Indonesia mulai tumbuh subur setelah berakhirnya rezim 

otoriter Presiden Soeharto pada tahun 1998. Menurut riset Kompas (2023) 

istilah ”serangan fajar” pertama kali digunakan di koran edisi 6 Juni 1999, 

sehari sebelum Pemilu 1999 pemilihan legislatif pertama setelah runtuhnya 

Orde Baru. Politik uang saat itu tercatat masif dilakukan oleh Partai Golkar, 

yang dominasi politiknya baru saja runtuh. Ada beberapa modus, dari iming-

iming sabun colek kuning berlogo Partai Golkar sampai membagikan uang ke 

rumah ibadah. Aksi Partai Golkar saat itu pun sampai digugat ke pengadilan 

negeri oleh 13 partai politik peserta pemilu lainnya. 

 

Sesuai dengan zaman yang semakin serba digital, politik uang ikut 

bertransformasi. Bukan lagi uang, sembako, atau pernak-pernik kampanye, 

politik uang juga diberikan dalam bentuk giveaway (hadiah) di media sosial 

atau transfer uang di dompet digital. Pelakunya pun lebih beragam. Dari 

awalnya dilakukan oleh Partai Golkar, kini hampir semua partai ikut 

melakukannya di berbagai level pemilu, dari pemilihan legislatif, kepala 

daerah, sampai presiden. 

 

Berkaca pada Pemilu sebelumnya, Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra (2019) 

bahwa jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam pemilu 2019 di kisaran 

19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar 

internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan peringkat 

politik uang tersebar nomor tiga sedunia dengan kata lain politik uang telah 

menjadi praktik normal baru dalam pemilu Indonesia.  

 

Menuju pemilu Legislatif tahun 2024, praktik politik uang masih menjadi 

perhatian yang mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Politik uang 

adalah istilah yang mengacu pada penggunaan uang atau bantuan material 

lainnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Politik uang biasanya dilakukan 

oleh calon legislatif (caleg) atau partai politik yang mengusungnya. 
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Politik uang dapat berbentuk pembelian suara (vote buying), yaitu pemberian 

uang tunai atau barang-barang bernilai kepada pemilih secara langsung atau 

melalui perantara (broker) dengan imbalan janji untuk memilih caleg atau partai 

tertentu. Politik uang juga dapat berbentuk pemberian barang kepada 

kelompok-kelompok tertentu (club goods), seperti sembako, sarana ibadah, 

fasilitas olahraga, atau bantuan sosial lainnya, dengan harapan dapat 

meningkatkan popularitas dan loyalitas caleg atau partai di kalangan pemilih. 

 

Politik uang menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon dalam setiap 

pemilu untuk memenuhi pilihan masyarakat dalam pemilu, dalam hal ini 

memang menjadi strategi yang ampuh karena keterbukaan masyarakat dalam 

menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi terjadinya politik uang pada pemilu yaitu kebiasaan 

(kebudayaan), tingkat pendapatan rendah (ekonomi), dan rendahnya 

pengetahuan masyarakat tentang politik (Marlinda, 2020). Dalam penelitian 

Fitriani et al (2019) bahwa ada beberapa penyebab terjadinya politik uang yaitu 

faktor keterbatasan ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor lemahnya 

pengawasan, faktor kebiasaan dan tradisi. 

 

 

 
Gambar 1 Indeks Kerawanan Politik Uang Tingkat Provinsi 

Sumber : Kompas.com (2024) 
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Berdasarkan gambar di atas, Lampung menjadi daerah kedua dengan indeks 

kerawanan politik uang pada Pemilu 2024. Lampung mendapat 55,56 dan 

tertinggi di pulau sumatera. Sebagaimana gambar dibawah ini, Lampung 

Tengah menjadi Kabupaten dengan indeks kerawanan politik uang tertinggi di 

Lampung dan menempati urutan ke-5 nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Indeks Kerawanan Politik Uang Tingkat Kabupaten-Kota 

Sumber : Kompas.com (2024) 

 

Memasuki hari-hari menuju pesta pemilu 2024, membuat beberapa orang yang 

sudah memegang jabatan ramai mengundurkan diri. Diketahui bahwa para 

kepala daerah baik tingkat kota atau kabupaten maupun tingkat provinsi ramai 

mengajukan surat pengunduran diri guna memenuhi syarat dalam 

pendaftarannya sebagai Calon Legislatif (Caleg). Kepala dan wakil kepala 

daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tingkat 

DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan, Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari jabatan mereka. 

Hal itu diatur dalam Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain kepala dan wakil kepala 

daerah, mereka yang wajib mengundurkan diri ketika maju caleg yaitu aparatur 
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sipil negara atau pegawai negeri sipil. Kemudian, anggota Polri dan TNI juga 

harus mundur dan menanggalkan baju dinasnya jika ingin menjadi caleg. 

 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang 

Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten turut mengatur 

bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju caleg wajib mundur. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima 44 permohonan 

pengunduran diri kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka 

mengundurkan diri karena mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) di 

Pemilu 2024. Salah satunya adalah Wakil Gubernur Lampung Chusnunia 

Chalim. Pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 

berakhir pada Desember 2023. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

RI pun telah mengumumkan nama Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) 

DPR RI yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dan di sana tertulis 

nama Chusnunia Chalim yang tengah menjabat Wakil Gubernur Lampung 

masuk sebagai Bacaleg Dapil Lampung II dari Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB). 

 

Chusnunia Chalim mulai bergabung dengan PKB pada tahun 2013. 

Ketertarikannya pada dunia politik dan komitmennya untuk memperjuangkan 

hak-hak rakyat kecil, terutama di daerah asalnya di Lampung, mendorongnya 

untuk memilih PKB sebagai kendaraan politiknya. PKB dengan basis massa 

yang kuat di kalangan NU (Nahdlatul Ulama) dan fokus pada isu-isu 

keagamaan serta sosial sejalan dengan visi dan misi Chusnunia Chalim. 

Chusnunia Chalim pertama kali terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 

dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada tahun 2015, Chusnunia Chalim 

mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Lampung Timur, ia dikenal 

dengan berbagai program pembangunan dan upayanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Lampung Timur. Pada pilkada 2018, Chusnunia 
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Chalim mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Lampung mendampingi 

Arinal Djunaidi. Pasangan ini memenangkan pemilihan dan ia dilantik sebagai 

Wakil Gubernur Lampung pada tahun 2019. 

 

Gaya kepemimpinan Chusnunia Chalim dikenal dengan gaya kepemimpinan 

yang inklusif dan progresif. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk bertemu 

dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini membuatnya popular 

dan dihormati oleh banyak kalangan. Secara keseluruhan Chusnunia Chalim 

merupakan salah satu tokoh politik wanita yang berpengaruh di Indonesia, 

khususnya di Provinsi Lampung. Dengan berbagai prestasi dan dedikasinya, ia 

terus berupaya untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat yang 

dipimpinnya (Khoiriah, 2024). 

 

Dapil Lampung II adalah sebuah daerah pemilihan dalam pemilihan umum 

legislatif di Indonesia. Daerah pemilihan ini meliputi wilayah timur Lampung, 

beranggotakan 7 kabupaten. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, 

Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan, Kabupaten Mesuji dan 

Tulang Bawang Barat.  Dapil Lampung II dapat dikatakan sebagai dapil gemuk 

karena berisi kabupaten/kota terluas di Lampung yaitu Lampung Tengah, 

Lampung Timur, dan Waykanan. Daerah dengan isu money politic tertinggi pun 

berada di Dapil Lampung II yaitu Lampung Tengah dan Lampung Timur. 
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Tabel 1 Anggota DPR RI Dapil Lampung II 

Anggota DPR RI Partai 

Ela Siti Nuryamah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 

Dwita Ria Gunadi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 

Itet Tridjajati Sumarijanto Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

I Komang Koheri Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

Riswan Tony, Dk Fraksi Partai Golongan Karya 

Hanan A. Rozak Fraksi Partai Golongan Karya 

Tamanuri Fraksi Partai Nasdem 

Junaidi Auly Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 

Alimin Abdullah Fraksi Partai Amanat Nasional 

Marwan Cik Asan, Fraksi Partai Demokrat 

Sumber : KPU RI (2024) 

 

Meninjau kembali terkait Pileg 14 Februari 2024 lalu, Ela Siti Nuryamah 

sebagai incumbent dari PKB di Dapil Lampung II bergeser mencalonkan diri di 

Dapil Lampung I. Posisi teratas atau no urut 1 diisi oleh Mantan Wakil 

Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, bahkan di no urut 2 diisi oleh suaminya 

yaitu Didiet Mardhiansyah Fitrah. Modal politik dan elektabilitas yang baik 

berpotensi memberikan jalan lebar untuk Chusnunia Chalim menduduki 1 kursi 

dari PKB, mengingat incumbent sudah berpindah ke dapil Lampung I. 

 

Tabel 2. Daftar Calon Tetap DPR RI Dapil Lampung II 

Partai Kebangkitan Bangsa 

No. Urut Nama 

1 Chusnunia Chalim 

2 Didiet Mardhiansyah Fitrah 

3 Nabila Muzayyanah Ramadhyani Hilda 

4 Eka Astuti 

5 Desi Wulandari 

6 Amanda Wijaya 

7 Verlantri Azharra Mutiara Subing 

8 Lestari Permata Ningrum 

9 Nur Shofariatul Ulum 

10 Firlina Khumairoh Nurusyarifah 

Sumber : KPU RI (2024) 
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Penelitian ini memilih lokasi di Dapil Lampung II meliputi Kabupaten 

Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way 

Kanan, Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Daerah ini akan 

mempermudah peneliti melihat bagaimana kekuatan Chusnunia Chalim 

sebagai caleg DPR RI Dapil Lampung II dan sebagai Ketua DPW PKB Provinsi 

Lampung dalam mempengaruhi suara masyarakat. Dalam hal ini peneliti 

tertarik untuk meneliti terkait bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme 

yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Umum Legislatif 

Tahun 2024 di Dapil Lampung II termasuk di dalamnya menelusuri secara 

ilmiah dan individu hubungan patron-klien hingga ke tahap mobilisasi 

masyarakat.  

 

Penelitian terdahulu yang pertama dari Anggoro (2019) yang berjudul Politik 

Patronase dan Klientelisme Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif. Pada 

jurnal ini mendapatkan temuan mengenai perilaku yang dilakukan 

purnawirawan TNI dalam mendulang suara pada Pileg 2019 di Kota Banjar, 

Jawa Barat. Pola patronase dan klientelisme masih menjadi idola para 

purnawirawan untuk mendulang suara. Mereka masih terjebak pada pola 

patronase dan klientelisme yang banyak dimainkan oleh politisi sipil lainnya. 

Pola yang dijalankan yaitu dengan melakukan pemberian pribadi (individual 

gift), pola ini dilakukan pada saat sosialisasi di masyarakat serta diberikan kartu 

dan kaos. Selain itu juga diberikan pinjaman barang seperti sound system dan 

pinjaman mobil yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat di dapil 

tersebut. Selain itu juga pola gentong babi atau pork barrel yang masih menjadi 

idola yang dijadikan suatu pendekatan. Pola yang dilakukan oleh caleg tersebut 

nampaknya berhasil sebagai alat mobilisasi massa. 

 

Penelitian dari Anggoro (2019) juga menjelaskan adanya pola klientelisme, 

dimana menggunakan para mantan informan di desa guna mensosialisasikann 

dirinya yang menjadi caleg. Pola pembentukan klientelisme oleh purnawirawan 



10 
 

 

rata-rata mantan orang dekat di desa, yang dijadikan penyokong atau pemberi 

informasi sewaktu masih bekerja sebagai Babinsa atau intel semasa mereka 

berdinas, mereka memiliki banyak jaringan di desa, yang berguna untuk 

melaporkan segala sesuatu yang terjadi di daerahnya. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.  

 

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu (Begouvic, 2021) yang berjudul Money 

politic pada kepemiluan di Indonesia. Jurnal ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif maupun yuridis empiris. Sumber data yang digunakan ialah 

data primer yang digali dari instansi atau lembaga yang terkait dengan 

penyelenggara pilkada (KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Pengadilan) berupa 

laporan, alat dan barang bukti, putusan dan lain-lain yang terkait dengan politik 

uang. Hasil penelitian bahwa di Kota Palembang pada pilkada 2018 cukup 

tinggi dan signifikan mempengaruhi perolehan suara. Politik uang masih terjadi 

pada pilkada Kota Palembang 2018, namun tidak sampai ke ranah penegak 

hukum karena tidak ada laporan dari masyarakat. Dan Unang-undang No. 10 

tahun 2016 tidak efektif dijalankan dalam pilkada Kota Palembang. 

 

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu Kurniawan et al., (2018) yang berjudul 

Klientelisme dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung 2015: Studi 

Pasangan Herman H.N. dan M. Yusuf Kohar. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif melalui pendekatan wawancara mendalam terhadap para 

informan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa klientelisme dikalangan pemilih terjadi pada pemilihan walikota Bandar 

Lampung 2015. Terdapat simbiosis mutualisme antara kandidat petahana 

(Herman HN) dan para pemilih dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung 

2015. Pemilih dapat dipengaruhi pilihannya dengan pencitraan dari kandidat 

khususnya Herman HN dan juga dengan konsep politik distributif atau memberi 

kebutuhan yang dirasa perlu bagi masyarakat pemilih dengan kebijakan 

infrastruktur; jalan dan jembatan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan 
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bantuan sosial keagamaan. Pasangan yang menang dalam Pemilihan Walikota 

ini tetapi memiliki tim sukses yang berbeda. 

 

Penelitian terdahulu yang keempat yaitu Diego Fossati (2019) yang berjudul 

Patronage Democracy in Indonesia: Political Parties and the State in the 2014 

Election dalam The Journal of Current Southeast Asian affairs (2016) 

menganalisis bagaimana partai politik di Indonesia menggunakan patronase 

dan sumber daya Negara dalam pemilu 2014. Hasil penelitian 1. Penggunaan 

sumber daya Negara: partai politik di Indonesia secara aktif menggunakan 

sumber daya Negara untuk membangun dan memelihara jaringan patronase. Ini 

termasuk distribusi bantuan sosial, proyek pembangunan infrastruktur lokal, 

dan alokasi anggaran daerah yang diarahkan untuk mendukung kepentingan 

politik tertentu. 2. Mobilisasi pemilih: jaringan patronase digunakan untk 

memobilisasi pemilih terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan tingkat 

pendidikan rendah. Partai politik memberikan insentif materi kepada pemilih 

sebagai imbalan atas dukungan politik, yang mencangkup uang tunai, barang 

kebutuhan pokok, dan akses terhadap layanan publik. 3. Keterlibatan birokrasi: 

birokrasi Negara memainkan peran penting dalam mendukung jaringan 

patronase. Pegawai negeri sipil sering dimobilisasi untuk membantu kampanye 

partai politik, dan ada bukti bahwa loyalitas politik berpengaruh terhadap 

pengangkatan dan promosi dalam struktur birokrasi. 4. Dampak terhadap 

demokrasi: praktik patronase dan klientelisme memiliki dampak negatif 

terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun pemilu secara formal 

berlangsung bebas dan adil, penggunaan patronase mengurangi otonomi 

pemilih dan menghambat persaingan politik yang sehat. Selain itu, praktik ini 

memperkuat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan elit politik. 

Strategi partai politik: partai politik di Indonesia mengembangkan strategi 

patronase yang berbeda-beda tergantung pada basis dukungan mereka. Partai-

partai besar dengan akses lebih besar ke sumber daya Negara cenderung lebih 
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efektif dalam membangun jaringan patronase yang luas dibandingkan dengan 

partai-partai kecil (Fossati, 2019). 

 

Penelitian kelima Marcus Mietzner (2015) dalam jurnal Asian Journal of Social 

Science, dengan judul Clientelism and Electoral Competition in Indonesia: The 

Use of State Resources. Hasil temuan utama 1. Penggunaan sumber daya 

Negara: para politisi di Indonesia sering menggunakan sumber daya Negara 

seperti proyek pembangunan, bantuan sosial, dan program pemerintah lainnya 

sebagai alat kampanye untuk menarik dukungan pemilih. Sumber daya ini 

digunakan untuk membangun jaringan patron-klien, dimana pempilih diberikan 

manfaat langsung dengan harapan bahwa mereka akan memberikan suara 

kepada politisi yang menyediakan bantuan tersebut. 2. Dampak pada kompetisi 

electoral: penggunaan sumber daya Negara memberikan keuntungan yang 

signifikan bagi politisi incumbent karena mereka memiliki akses langsung ke 

sumber daya ini, hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi 

electoral, karena kandidat yang tidak menjabat memiliki yang lebih terbatas 

terhadap sumber daya yang sama. 3. Implikasi: praktik klientelisme dapat 

merusak integritas proses demokrasi dengan mengalihkan fokus dari isu-isu 

kebijakan yang substantif ke distribusi sumber daya materi, pemilih mungkin 

lebih memilih kandidat berdasarkan manfaat jangka pendek yang mereka 

terima daripada visi jangka panjang atau kompetensi kandidat tersebut. Adapun 

kesimpulan penelitian bahwa klientelisme tetap menjadi elemen yang kuat 

dalam politic electoral di Indonesia, dengan penggunaan sumber daya Negara 

sebagai instrument utama. Praktik ini menimbulkan tantangan serius bagi 

perkembangan demokrasi yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, 

diperlukan reformasi untuk mengurangi pengaruh klientelisme, termasuk 

pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan sumber daya Negara selama 

kampanye politik dan peningkatan transparansi dalam administrasi publik. 

 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya, Penelitian ini 

mengkaji kekuatan Chusnunia Chalim dalam pemilu legislatif tahun 2024 dan 
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sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Lampung dalam mempengaruhi suara 

masyarakat dengan melihat bentuk patronase yaitu pembelian suara, 

pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, barang-barang 

kelompok, proyek-proyek gentong babi. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk 

meneliti terkait pola hubungan klientelisme yaitu tim sukses, mesin jaringan 

sosial dan partai politik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dilatar belakang, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk patronase yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam 

pemilihan umum legislatif tahun 2024? 

2. Bagaimana pola hubungan klientelisme yang dilakukan oleh Chusnunia 

Chalim dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitiaan ini dilakukan dengan tujuan sebagai beriukut: 

1. Penelitian ini akan menganalisis bentuk patronase yang dilakukan oleh 

Chusnunia Chalim dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024. 

2. Penelitian ini akan menganalisis pola hubungan klientelisme yang 

dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam pemilihan umum legislatif tahun 

2024. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi tambahan dalam 

ilmu politik mengenai praktik politik patronase dan klientelisme dalam 

pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Dapil Lampung II. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, sebagai berikut: 

1) Berguna bagi sebagai bahan rujukan mata kuliah politik lokal dan otonomi 

daerah mengenai politik patronase dan klientelisme. 

2) Berguna memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Magister Ilmu 

Pemerintahan di Universitas Lampung. 

3) Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait mengenai praktik politik 

patronase dan klientelisme dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024 di 

Dapil Lampung II.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Patronase 

 

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk 

medistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau 

pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka 

Shefter, 1977 dalam (Pratama, 2017). Dengan demikian patronase merupakan 

pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti 

pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) 

yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk 

individu (seperti amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas 

(misalnya lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). 

Petronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada 

pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau 

biasa dikenal money politics dan vote buying atau dana-dana publik (misalnya 

proyek-proyek pork barrel yang di biayai oleh pemerintah (Edward Aspinal, 

2019). 

 

Scott mendefinisikan hubungan patronase sebagai sistem relasi personal yang di 

dalamnya terjadi pertukaran peran secara diadik (dua orang), melibatkan 

persahabatan di mana seseorang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi 

(pelindung) menggunakan pengaruhnya dan sumber dayanya untuk menyediakan 

perlindungan atau manfaat atau keduanya untuk orang yang statusnya lebih 

rendah (klien) yang pada gilirannya secara timbal balik dengan menawarkan 

dukungan dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi kepada pelindung 

(Julioe, 2017). 

 

Patronase dapat dikatakan sebagai relasi kuasa. Dengan mengutip konsep-konsep 

beberapa ahli yang mendalami konsep ini sebelumnya, Pelras menyebutkan 

dalam patronase terdapat hubungan yang tidak sejajar. Meski hubungan itu 
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bersifat dinamis, namun relasi itu menunjukkan adanya otoritas dimiliki seorang 

patron yang dapat mengatur pihak klien sesuai keinginan dan apa yang 

dikehendakinya. 

 

Pengertian James Scott tentang konsep patronase juga menunjukkan ciri yang 

sama, yaitu adanya hubungan tidak sejajar. Dapat disimak dari pernyataan Scott 

menggunakan kalimat “pengaruh” yang berlangsung secara tidak sejajar, identik 

dengan kekuasaan. Sama dengan pengertian kekuasaan yang disebut Max Weber 

bahwa relasi kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang 

menunjukkan hubungan yang tidak setara (asymmetric relationship) karena 

didalamnya terdapat unsur pemimpin (direction). Oleh Weber disebut pula 

sebagai pengawas yang mengandung perintah (imperative control). Kekuasaan 

dalam perspektif ini diartikan dalam arti yang luas, atau bukan bentuk kekuasaan 

secara formal (Negara). Dalam hal ini tidak hanya Negara yang mengandung 

perangkat-perangkat penekan, kekuasaan dalam perspektif Weber ditentukan 

oleh kepemilikan atas kebendaan, pengetahuan, dan lain sebagainya (Julioe, 

2017). 

 

Secara ringkas Aspinall dkk, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, 

jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) 

yang didistribusikan oleh politisi termasuk keuntungan yang ditujukan untuk 

individu (misalnya amplop berisi uang tunai) kepada kelompok atau komunitas 

(misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda di sebuah kampung). 

Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada 

pemilih yang berasal dari dana pribadi atau dana publik (misalnya proyek-proyek 

pork barrel yang dibiayai pemerintah) (Edward Aspinal, 2019). 

 

1) Variasi Model Patronase 

Patronase secara sederhana merupakan pertukaran keuntungan demi 

memperoleh dukungan politik. Pertukaran dalam patronase terkadang 

problematik. Karena ketika calon kandidat memberikan hadiah atau membayar 
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pemilih, pada hakikatnya mereka sendiri tidak meyakini mendapatkan respon 

balik yang diberikan pemilih. Sesungguhnya inilah yang menjadi masalah 

utama dalam politik patronase. Sebagaimana menurut Aspinall & Sukmajati 

(2015) yang menjelaskan bahwa “Pada pemilu yang bebas rahasia, para calon 

pembeli suara biasanya tidak punya jaminan bahwa pemilih yang menerima 

pemberian itu akan patuh dengan memberikan suaranya di hari pemilihan”. 

 

Sehingga dalam upaya untuk menangani masalah ketidakpastian ini para 

kandidat melakukan upaya-upaya patronase. Berikut adalah variasi model 

patronase yang biasa dilakukan oleh kandidat ketika menjaring suara pemilih 

pada saat kampanye Aspinall & Sukmajati (2015) yaitu : 

a. Pembelian suara (vote buying) 

Pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang 

tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari 

menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para 

penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si 

pemberi. 

 

Vote buying dalam riset KPU didefinisikan sebagai suatu upaya untuk 

mempengaruhi orang lain dengan imbalan materi, juga dapat diartikan sebagai 

jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan, serta tindakan membagi-

bagikan uang, baik milik pribadi ataupun partai, untuk mempengaruhi 

suara/pilihan pemilih. Sedangkan riset Muhtadi memilih mengikuti Schaffer, 

mendefinisikan vote buying sebagai upaya last minute dari kandidat untuk 

mempengaruhi keputusan pemilih dalam pemilihan umum, biasa- nya 

berlangsung beberapa hari bahkan hanya hitungan jam sebelum pemilihan 

dilangsungkan, dengan memberikan uang tunai, barang ataupun bahan material 

bermanfaat lainnya kepada pemilih, (Sumantri, 2021). 

 

Menurut definisi diatas, pada intinya pembelian suara merupakan 

pemberian uang kepada masyarakat oleh para calon yang maju dalam 

kontestasi politik yang sifatnya permintaan secara individu. Artinya, 
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biasanya calon memberikan perbedaan terkait berapa besar uang yang 

harus diberikan kepada individu pemilih, dalam konteks ini calon melihat 

latar belakang pemilih, jika seorang tokoh biasanya akan diberikan uang 

lebih besar (Broker Politic) dibandingkan dengan individu atau 

masyarakat biasa. 

 
b. Pemberian-pemberian pribadi (individual gifts) 

Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para 

kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi 

kepada pemilih. Biasanya, mereka melakukan praktik ini ketika bertemu 

dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau 

pada saat kampanye. Pemberian yang paling umum bisa dibedakan dalam 

beberapa kategori. Sebagai contoh, pemberian dalam bentuk benda-benda 

kecil (misalnya, kalender dan gantungan kunci) yang disertai dengan nama 

kandidat dan image yang dibentuk untuk sang kandidat. Contoh barang 

pemberian lain adalah bahan makanan atau sembako, seperti beras, gula, 

minyak goreng, dan mie instan. Juga, benda-benda kecil lainnya, seperti 

kain atau peralatan rumah tangga, terutama yang memiliki makna religius 

(misalnya jilbab, mukena, sajadah dan sarung) atau peralatan rumah 

tangga minor seperti barang-barang pecah belah atau yang terbuat dari 

plastik. 

 

Namun demikian, dalam praktiknya sebagian besar kandidat secara tegas 

telah membedakan keduanya sehingga mereka tidak menganggap bahwa 

pemberian barang adalah bagian dari “politik uang‟. Untuk 

membedakannya dengan pemberian barang-barang, para kandidat pada 

umumnya memaknai pembelian suara sebagai praktik yang dilakukan 

secara sistematis, dengan melibatkan daftar pemilih yang rumit, dan 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh target suara lebih besar 
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c. Pelayanan dan Aktivitas (Services and Activities) 

Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat sering kali 

menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk 

pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara 

perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini, para kandidat biasanya 

mempromosikan dirinya. Contoh yang lain adalah penyelenggaraan 

pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum-forum 

pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang 

diselenggarakan oleh komunitas, dan masih banyak lagi. 

 

d. Barang-Barang Kelompok (Clubs Goods) 

Istilah club goods didefinisikan sebagai praktik patronase yang diberikan 

lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang 

bagi keuntungan individual. club goods bisa dibedakan dalam dua 

kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk 

komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan, atau 

lingkungan lain. Jenis barang yang dibagikan adalah perlengkapan ibadah, 

peralatan olahraga, alat musik, sound system, peralatan dapur, tenda, 

peralatan pertanian, dan sejenisnya. Kandidat juga kerap memberikan 

sumbangan pembangunan atau renovasi infrastruktur yang dibutuhkan 

oleh masyarakat di wilayah tertentu, misalnya rumah ibadah, jalan, 

jembatan atau kanal-kanal drainase, penyediaan penerangan jalan, sumur 

air untuk desa-desa, dan lain-lain. Dalam rangka memberikan club goods 

dan dalam rangka memastikan agar para penerima memperoleh manfaat 

dalam memberikan suaranya, para kandidat umumnya mengandalkan 

mediasi yang difasilitasi oleh para tokoh masyarakat sebagai broker. 
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e. Proyek-Proyek Gentong Babi (Pork Barrel Projects) 

Bentuk patronase yang sedikit berbeda adalah proyek-proyek pork barrel. 

Proyek gentong babi definisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang 

ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari pork 

barrel adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai 

dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan 

politik kepada kandidat tertentu. proyek-proyek Pork Barel dimaknai 

sebagai salah satu bentuk patronase adalah karena adanya elemen 

kontingensi yang ada di dalamnya. Para caleg petahana biasanya 

memberikan poyek-proyek seperti ini dengan harapan bahwa masyarakat 

akan mendukung mereka kembali di pemilu berikutnya. Bentuk lain yang 

juga perlu dicatat secara khusus adalah kandidat memberikan pembayaran 

kepada anggota tim sukses dan menyediakan keuntungan-keuntungan lain 

yang sifatnya lebih klientelistik dan lebih berkesinambungan, seperti 

memberikan pekerjaan atau bantuan untuk mendapatkan alokasi proyek-

proyek pemerintah. 

 

Patronase adalah sistem dimana seorang individu atau kelompok (patron) 

memberikan sumber daya, dukungan, atau bantuan kepada individu atau 

kelompok lain (klien) sebagai imbalan atas dukungan politik atau 

kesetiaan (Haboddin, 2020). 

 

1. Karakter patronase 

a. Asimetri Kekuasaan: Hubungan antara patron dan klien bersifat 

asimetris karena patron memiliki pengaruh dan sumber daya yang lebih 

besar, yang dapat digunakan untuk melindungi atau memberikan 

keuntungan kepada klien. Dalam hubungan ini, klien memberikan 

dukungan politik atau jasa sebagai imbalan (Hopkins, 2006) 



21 
 

 

b. Transaksi Timbal Balik: Hubungan patron-klien didasarkan pada 

pertukaran yang bersifat timbal balik, di mana patron memberikan 

sesuatu yang berharga (baik barang maupun jasa), dan klien 

memberikan loyalitas atau dukungan politik. Hubungan ini sering 

ditandai oleh relasi non-koersif, melibatkan kesukarelaan meskipun 

terkadang juga mencerminkan eksploitasi (Aspinall & Sukmajati, 

2015). 

 

c. Ketergantungan: Klien sering kali sangat bergantung pada patron untuk 

akses ke sumber daya tertentu, yang menciptakan hubungan loyalitas 

yang kuat. Ketergantungan ini juga muncul dari adanya hubungan sosial 

atau kekerabatan yang memengaruhi dinamika patron-klien di 

masyarakat lokal (Scott, 1972). 

2. Implikasi dalam pilkada serentak 

a. Mobilisasi pemilih: Patron sering menggunakan sumber daya mereka 

untuk memobilisasi pemilih di daerah yang mereka kuasai. Strategi ini 

dilakukan melalui pemberian keuntungan material atau janji program, 

yang memanfaatkan hubungan patron-klien untuk memastikan 

dukungan elektoral (Aspinall & Sukmajati, 2015). 

b. Pengaruh oligarki: Patron, yang sering kali merupakan bagian dari 

oligarki lokal, memiliki kendali atas sumber daya dan jaringan sosial. 

Hal ini memungkinkan mereka untuk memengaruhi hasil pemilihan 

melalui kekuatan ekonomi dan politik mereka (Mahsun, 2015; Allen, 

2014). 

c. Klientelisme: Dalam pilkada serentak, klientelisme menjadi strategi 

utama, di mana pemilih diberikan manfaat langsung seperti uang atau 

barang sebagai imbalan untuk dukungan politik. Praktik ini umum 
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terjadi dalam politik elektoral di Indonesia, sering kali melemahkan 

proses demokrasi substantif (Aspinall & As’ad, 2015). 

Muhtar Haboddin (2020:35-45) melalui bukunya “oligarki dan klientelisme 

dalam pilkada serentak” memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana 

patronase dan klietelisme beroperasi dalam konteks politik lokal indonesia. 

Teori patronase yang dibahas menunjukkan hubungan yang kompleks dan 

seringkali eksploitatif antara patron dan klien, serta dampak yang signifikan 

terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal. Buku ini menjadi kontribusi 

penting dalam memahami dinamika politik lokal dan tantangan yang dihadapi 

dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. 

 

Patronase dalam politik lokal sering kali menjadi instrumen yang digunakan 

oleh kandidat untuk memperkuat dukungan dari kelompok tertentu. Melalui 

pendekatan ini, kandidat membangun hubungan yang saling menguntungkan 

dengan pemilih, sering kali dengan memberikan bantuan atau fasilitas yang 

disesuaikan dengan kebutuhan komunitas tersebut. Meskipun patronase 

berfokus pada penguatan hubungan sosial dan dukungan berbasis loyalitas, 

praktik ini seringkali beriringan dengan politik uang, di mana dukungan 

diberikan dengan imbalan materiil yang lebih langsung dan konkret. Politik 

uang, meskipun tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai patronase, mengandung 

tujuan serupa, yaitu memperoleh loyalitas pemilih dengan cara yang lebih 

eksplisit dan lebih mengandalkan pemberian uang atau barang. 

 

Berbagai kajian akademik tentang politik patronase di sejumlah Negara di 

dunia, baik di Eropa, Amerika Latin, dan Asia praktik pembelian suara telah 

menjadi fenomena umum. Praktik-praktik ini kemudian menjadi bagian dari 

relasi patronase dalam rangka mendistribusikan kepentingan aktor maupun elit 

politik pada tingkat bawah. Harapannya agar pemilih memiliki beban politik 

untuk mengarahkan pilihannya kepada aktor politik, elit atau kandidat. 
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Menurut Aspinall & Sukmajati (2015) pembelian suara adalah bentuk 

distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih 

secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan 

yang implisit bahwa penerima akan membalasnya dengan memberikan 

suaranya bagi pemilih (Julioe, 2017). 

 

Secara umum, pengertian politik uang dalam tulisan ini adalah terkait upaya 

mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung 

uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok 

berupa sembako, dan memberi serta menjanjikan iming-iming “sesuatu” atau 

juga disebut istilah politik transaksi (Begouvic, 2021). 

 

Politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus 

besar bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah suatu upaya 

mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi 

atau dapat diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta 

tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk 

mempengaruhi suara pemilih (Jurdi, 2018). 

 

Secara sederhana politik uang dapat diartikan suatu upaya mempengaruhi orang 

lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli 

suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang 

baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters). 

Pengertian yang mirip disampaikan oleh pakar hukum tata Negara Universitas 

Indonesia, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan 

menyatakan bahwa politik uang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi 

massa pemilu dengan imbalan materi. 
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Praktek politik uang bisa dibedakan berdasarkan faktor pelaku dan wilayah 

operasinya sebagai berikut:  

a. Lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi dengan elit politik (pimpinan 

partai/calon kepala daerah/ calon presiden) yang akan menjadi pengambil 

kebijakan/keputusan politik pasca pemilu nanti. Bentuknya berupa 

penggalangan dana perseorangan, dana dariperusahaan swasta, dana dari 

BUMN/BUMD (Harahap, 2005). Ketentuan yang terkait dengan masalah ini 

berupa pembatasan sumbangan dana kampanye.  

 

b. Lapisan tengah yaitu transaksi elit politik (fungsionaris partai) dalam 

menentukan calon legislatif/eksekutif dan urutan calon/pasangan calon. 

Bentuknya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor urut calon, uang 

pindah daerah pemilihan dan lain-lain. Sayangnya tidak satu pun ketentuan 

peraturan perundangan pemilu yang memungkinkan untuk menjerat kegiatan 

tersebut (politik uang) jenis ini. Semua aktivitas disini dianggap sebagai 

masalah internal partai. 

 

c. Lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik (calon legislatif/calon kepala 

daerah dan fungsionaris partai tingkat bawah) dengan massa pemilih. 

Bentuknya berupa pembagian sembako, “serangan fajar”, ongkos transportasi 

kampanye, kredit ringan, peminjaman dana dan lain-lain. Dalam hal ini ada 

ketentuan administratif yang menyatakan bahwa calon 

legislative/DPD/pasangan kepala daerah/pasangan calon presiden dan/ tim 

kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan /atau memberi materi lainnya 

untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU 

(ICW, 2004).  

 

Dalam konteks pemilihan, ada empat lingkaran poltik uang. Pertama, transaksi 

antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan calon kepala daerah. Kedua, transaksi 

antara calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk 
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mencalonkan. Praktik ini dirangkum oleh Buehler dan Tan (2007: 169) sebagai 

partai-partai yang menggerogoti uang dari calon-calon. Ketiga transaksi antara 

kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu yang memiliki wewenang 

untuk menghitung suara. tujuannya adalah untuk menambahkan suara melalui 

cara yang tidak sah. Keempat, transaksi antara calon atau pemilih dengan tim 

kampanye membentuk pembelian yang masuk akal. Para kandidat calon 

membagikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan mendaptkan 

suara instan (Kurniawan & Hermawan, 2019). 

 

2.2 Klientelisme 

 

Klientelisme adalah bentuk pertukaran diadik dan personal yang biasanya 

ditandai dengan perasaan berkewajiban, dan sering juga oleh keseimbangan 

kekuasaan yang tidak setara antar mereka yang terlibat. Lebih lanjut menurut 

Kitschelt dan Wilkinson, Klientelisme dianggap mempunyai jaringan yang 

beragam dan hubungan yang abadi atau jangka panjang(Ramadhan & Oley, 

2019). 

 

Klientelisme sendiri dalam perkembangannya menghadapi fase dimana ada 

bentuk baru yang muncul disebut sebagai klientelisme baru. Klientelisme lama 

adalah bentuk pertukaran sosial dan politik, dalam arti ia melibatkan prinsip 

bahwa satu orang memberikan perlakuan khusus kepada orang lain, dan 

meskipun ada harapan umum akan imbalan di masa depan, kepastiannya tidak 

ditetapkan dimuka. Untuk klientelisme baru sendiri menyerupai pertukaran 

“ekonomi” atau “pasar” dimana klien berusaha untuk memaksimalkan utilitas 

terlepas dari rasa kewajiban terhadap atau identifikasi dengan aktor lain 

(Rustandi, 2016). 

 

Klientelisme baru biasanya muncul dalam masyarakat yang berbeda dalam 

struktur ekonomi yang lebih maju dan memberikan dampak yang berbeda 
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terhadap politik kepartaian yang ada. Klientelisme baru ini muncul pada kondisi 

peran dari Negara yang kuat dan meluas dalam berbagai aktivitas ekonomi dan 

kehidupan sosial di masyarakat. Untuk klientelisme lama yang lebih 

menekankan terhadap individu-individu yang otonom dan memiliki kekuasaan 

dalam masyarakat yang lebih tradisional, dalam klientelisme baru para patron 

otonom tersebut digantikan perannya oleh partai politik. 

 

Pemaparan Aspinall dan Sukmajati dalam buku Politik Uang di Indonesia: 

Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 (Aspinall & Sukmajati, 

2015, 21–36) tentang klientelisme ini mengaitkan relasi yang bersifat 

klientelistik dalam bentuk jaringan broker suara yang biasa digunakan di 

Indonesia. Bentuk jaringan broker suara ini dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukannya terkait politik uang. Bentuk-bentuk jaringan 

broker suara yang diungkapkan dalam hal ini mencakup 3 bentuk yaitu jaringan 

tim sukses, mesin jaringan sosial, dan partai politik. Masing-masing bentuk 

jaringan broker suara tersebut dipaparkan satu persatu berikut ini. 

 

a. Tim sukses, jaringan broker suara yang termasuk dalam kategori tim sukses 

merupakan jaringan yang pada umumnya digunakan. Penggunaan tim sukses 

ini biasanya memiliki sebutan yang beragam, semisal disebut sebagai “tim 

pemenangan”, atau sebutan lainnya. Secara umum, tim sukses biasanya 

bersifat personal dan berfungsi mempromosikan kampanye bagi kandidat 

secara individual, meskipun tidak jarang tim suskses juga bekerja untuk 

beberapa kandidat dalam bentuk kampanye tandem. Permasalah yang sering 

terjadi pada tim sukses yaitu permasalahan timbal balik yang seharusnya bisa 

diatasi melalui penggunaan tim sukse justru tetap muncul yaitu adanya 

penggelapan, kelambanan, dan penyelewengan yang dilakukan broker. Para 

politisi atau kandidat pada pemilu sangat peduli dengan isu-isu ini. Selain 

dari jaringan broker dalam bentuk tim sukses, ada pula jaringan broker dalam 

bentuk mesin-mesin jaringan sosial. 
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b. Mesin-masin jaringan sosial dalam usulan yang diberikan oleh Aspinall dan 

Sukmajati lebih diidentikkan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh. 

Para tokoh masyarakat ini tidak jarang yang memiliki jabatan formal di 

pemerintahan seperti kepala desa, ketua RT/RW. Bisa juga merupakan 

ketua-ketua yang berasal dari asosiasi formal dalam bentuk kelompok etnis, 

klub-klub keminatan seperti olahraga, dan bahkan kelompok keagamaan. 

Pemanfaatan tokoh masyarakat sebagai mesin jaringan sosial dilakukan 

kandidat dengan harapan para pengikut dari tokoh tersebut dapat didorong 

untuk mendukungya. Selain kedua bentuk jaringan broker yang telah 

diungkapkan ini, yaitu tim suskses dan jaringan mesin sosial. Aspinall & 

Sukmajati (2015) melihat bahwa struktur broker setidaknya menggunakan 

dua rute yang berbeda untuk bisa menjangkau pemilih, yaitu melalui tim 

sukses (ataupun partai politik) yang terorganisir secara territorial dan melalui 

jaringan sosial ini. Jaringan mobilisasi yang terakhir dari pemaparan 

Aspinall dan Sukmajati adalah jaringan mesin partai politik. 

 

c. Partai politik merupakan jaringan broker yang memainkan peranan paling 

minim dalam mengorganisir kampanye di tataran akar rumput untuk 

mendukung kandidat (Ufen, 2006). Partai politik biasanya digunakanpara 

kandidat yang memang menjadi pengurus dari partai tersebut (Aspinall & 

Sukmajati, 2015, 21–36). Walaupun partai politik ternyata menjadi jaringan 

mesin mobilisasi yang paling minim perannya, partai politik dapat sangat 

berperan ketika ditempatkan pada kandidat yang memang berasal dari 

pengurus partai, atau dapat dikatakan elit partai pada tingkatan kepengurusan 

tertentu (Tomsa, 2008). Penggunaan para kader partai politik untuk 

memobilisasi suara bagi salah satu kandidat yang biasanya merupakan 

pengurus atau bahkan ketua partai pada tataran lokal maupun pusat, tentunya 

menjadi kerugian bagi kandidat lain dari partai yang sama yang juga ikut 

berkompetisi. 
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Klientelisme adalah hubungan timbal balik antara patron (pemimpin politik) 

dan klien (pemilih atau masyarakat) dimana patron menyediakan sumber daya 

atau manfaat tertentu kepada klien sebagai imbalan atas dukungan politik atau 

suara dalam pemilihan (Haboddin, 2020). 

1. Karakteristik klientelisme: 

a. Hubungan asimetris: hubungan antara patron dank lien tidak setara, 

dimana patron memiliki kendali atas sumber daya yang dibutuhkan oleh 

klien (Aspinall dan Sukmajati, 2015). 

b. Transaksional: hubungan ini bersifat transaksional, dimana kedua belah 

pihak mendapatkan keuntungan, namun seringkali bersifat sementara dan 

kondisional pada dukungan politik yang diberikan (Aspinall dan 

Sukmajati, 2015). 

c. Personal: Relasi klientelisme cenderung bersifat personal dan informal, 

seringkali melibatkan jaringan keluarga atau komunitas kecil (Kitschelt 

& Wilkinson, 2007). 

2. Dampak klientelisme  

a. Kualitas demokrasi: klientelisme dapat melemahkan kualitas demokrasi 

dengan mengalihkan fokus dari kebijakan public yang berkelanjutan ke 

distribusi manfaat jangka pendek (Aspinall dan Sukmajati, 2015). 

b. Ketidakadilan: Praktik klientelisme seringkali menghasilkan 

ketidakadilan karena manfaat diberikan berdasarkan kedekatan atau 

loyalitas politik, bukan berdasarkan kebutuhan atau mertokrasi 

(Haboddin, 2020). 

3. Klientelisme dalam konteks pilkada serentak 

a. Mobilisasi dukungan: dalam pilkada serentak, kandidat seringkali 

memanfaatkan jaringan klientelisme untuk memobilisasi sukungan 

pemilih, baik melalui pemberian uang, barang atau layanan (Aspinall & 

Sukmajati, 2015; Haboddin, 2020). 
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b. Penguatan oligarki: klientelisme juga berkontribusi pada penguatan 

oligarki lokal, dimana elit politik dan ekonomi mendominasi proses 

politik dan mengendalikan akses ke sumber daya (Aspinall, E., & 

Berenschot, W., 2019). 

 

2.3 Patron-Klien, dan Broker 

 

Konsep patron klien berangkat dari konsep teori pertukaran sosial dengan 

asumsi teori dari George C. Homans bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk 

memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman (Subadi, 2008). Relasi 

berdasarkan kesenjangan memungkinkan terjadinya ruang transaksi antar 

kepentingan yang bermuara pada kepentingan materil, kekuasaan, 

penghormatan dalam relasi transaksional. Hubungan patron klien tidak dapat 

dilepaskan dari konsep tentang “power” atau kuasa. Dalam hal ini kekuasaan 

dilakukan dengan persetujuan bawahan, atau setidaknya tanpa keberatan 

mereka dan tanpa penggunaan kekerasan. Sebagaimana konsep kekuasaan dari 

Louis Althusser dalam Nugroho (2011) bahwa hubungan kuasa yang bekerja 

dengan menerapkan cara-cara “halus” dan terlihat tidak memaksa yang 

mengejawantahkan dalam bentuk perangkat pendidikan (guru, dosen, 

kurikulum) dan perangkat agama (ustadz, pendekat, bhiksu) dapat 

meminimalkan keberatan masyarakat atas kekuasaan.  

 

Dalam konteks politik, relasi patron klien dapt terjadi sesuai dengan 

karakterisik hubungan itu sendiri. Dalam relasi patron klien, menurut Eisentadt 

& Roniger (1984) dalam Pratama (2017) patronase adalah relasi yang bersifat 

personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. 

Sedangkan karakteristik klientelisme dalam relasi patron klien memiliki sifat 

timbal balik, hierarkis, dan berulang (tidak terjadi sekali saja). Patronase dan 

klientelisme ini terjadi karena hubungan tidak setara namun saling 

membutuhkan. Proses demokrasi berupa pemilihan umum, termasuk pemilihan 

kepada daerah di Indonesia tidak lepas dari relasi patron klien ini. Praktik patron 
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klien banyak terjadi pada Negara ketiga dengan kualitas demokrasi masih 

didominasi dengan politik yang dan kesitimewaan kalangan tertentu (Muhtadi, 

2018). 

 

Konsep Patron client, jika dilihat dalam sejarahnya bermula pada konsep teori 

pertukaran sosial dari George C. Homans bahwa orang terlibat dalam perilaku 

untuk memperoleh ganjaran atau menghinadari hukuman. Menurutnya, 

perilaku sosial bisa karena perukaran ekonomi tetapi juga bisa karena 

pertukaran persahabatan (Subadi, 2008). 

 

Menurut Maczak dalam (Nastain & Nugroho, 2022) menyebut relasi patron 

klien sebagai “persahabatan yang berpihak” (a lop-sided friendship), yang 

terdiri dari kata “client” (klien), yang umumnya dikaitkan dengan seseorang 

yang membeli sesuatu di toko, dan istilah “patron” yang dikaitkan dengan 

“sang pelindung”. Sementara, terkait dengan hubungan Patorn-client ini, 

Aspinal dalam (Dalupe, 2020) mendefinisikan patronase sebagai sebuah 

pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara 

individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka 

mendapatkan dukungan politik dari mereka. 

 

Istilah patronase tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan. Sebab, pola 

hubungan yang terjadi didalamnya terdapat seseorang yang memiliki 

kekuasaan, wewenang, jabatan dan pengaruh untuk diberikan kepada orang 

lain atau bawahan sebagai penerima atas pemberian untuk melaksanakan 

perintah atau disuruh. Scott dalam (Setiawan, 2013) menjelaskan bahwa pola 

hubungan patron klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau 

individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun 

penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah 

(inferior) dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Patron 

adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. 
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Praktik patron klien ini bahkan telah terjadi dalam proses demokrasi pemilihan 

kepala desa. Sebagaiman adisampaikan Hall diatas bahwa patron klien dimulai 

dari pedesaan, terutama ketika terjadinya feodalisme pemilik tanah dengan para 

petani pekerja. Penelitian dari M. Ramli berjudul “Patronase Politik Dalam 

Demokrasi Lokal” yang menemukan bahwa dalam kontestasi pemilihan kepala 

desa di Desa Jojjolo Kabupaten Bulukumba terjadi politik patron klien (Ramli, 

2016). Relasi ini terjalin melalui hubungan ekonomi dimana tokoh masyarakat 

(patron) yang memiliki kekayaan dan keterampilan diperlukan kehadirannya 

bagi masyarakat petani (klien). Para petani sebagai klien merasa terbantu atas 

bantuan seorang patron, kemudian mereka membalas kebaikan patron dengan 

cara mengabdikan dirinya pada kepentingan patron, termasuk memberikan 

suaranya dalam pemilihan kepala desa (Nastain & Nugroho, 2022). 

 

Dalam aktivitas politik, patronase dan klientelisme dapat terjadi berdasarkan 

pola hubungan seuai dengan karekteristik hubungan itu sendiri. Menurut 

Eisenstadt & Roniger dalam (Pratama, 2017) untuk membedakannya 

dijelaskan bahwa patronase adalah relasi yang bersifat personal, informal, 

sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. Sedangkan karakteristik 

klientelisme dalam relasi patron klien memiliki sifat timbal-balik, hierarkis, dan 

berulang (tidak terjadi sekali saja). Patronase dan klientelisme ini terjadi karena 

hubungan tidak setara namun saling membutuhkan. 

 

Sebenarnya, pertukaran kepentingan dalam kerangka patronase politik tidak 

menjamin seorang politisi sebagai patron mendapatkan respon baik dari pemilih 

sebagai klien. Mengingat selama ini pemberian-pemberian dari mereka sering 

mengalami kendala respons balik dari konstituennya. Karena kebanyakan para 

pemilih akan merespons keuntungan yang ia peroleh dengan berbagai cara. 

Misalnya, mereka merasa tidak terikat kewajiban atas pemberian tersebut, atau 

mereka menganggap pemberian tersebut memang tidak mengikat dirinya. Oleh 

karena kondisi inilah, para kandidat merasa perlu membentuk jaringan 
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perantara untuk membantu mengatasi ketidakpastian tersebut. Sehingga hal 

inilah menjadikan keberadaan broker percaya sebagai solusi terutama dalam 

mendukung kepentingan elektoral bagi kandidat peserta pemilu (Pratitaswari & 

Wardani, 2020). 

 

Dalam ranah politik, broker terletak diantara hubungan patron dan klien 

tersebut karena broker diartikan sebagai penghubung atau orang ketiga antara 

patrone dan klien (Harjanto, 2012). Artinya dapat peneliti simpulkan bahwa 

broker dimaknai sebagai seseorang baik individu maupun kelompok (pihak 

ketiga) yang bertugas sebagai penghubung antara pihak pertama sebagai patron 

dengan pihak kedua sebagai klien dimana peran broker sangat penting diantara 

keduanya karena memiliki nilai resource untuk dijual. 

 

2.4 Hubungan Patron-Klient 

 

Dilanjutkan Scott (1972) jaringan patron tidak hanya berfokus pada ego namun 

bekerja pada keseluruhan jaringan patron-klien. Aneka ragam jenis jaringan 

patron-klien berdasarkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak, dimana 

patron mempunyai sumber daya berupa keahlian, pengetahuan, kekayaan, 

maupun kewenangan, dilain sisi klien mempunyai sumber daya berupa tenaga 

untuk melayani dan memberikan dukungan politik. Scott (1972) juga 

mengklasifikasikan hubungan patron-klien yaitu hubungan pola gugus dan 

piramida. Pola gugus adalah bentuk hubungan patron-klien dimana terdapat 

satu patron dengan beberapa klien. 

 

Dalam hubungan patron-klien yang berbentuk piramida terdapat tiga karakter 

yaitu ketidakpersamaan, karakter tatap muka, fleksibilitas yang meluas. 

Menurut Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017) Ketiga karakter hubungan 

tersebut menjadikan hubungan patronase tidak pernah seimbang, melibatkan 

ikatan emosional yang cukup kuat dan meluas.  
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Hal lain juga dipertegas oleh Erawan dalam Hanif (2009) hubungan patron-

klien setidaknya memiliki dua hubungan penting yang melekat dalam 

aktivitasnya, yaitu resiprositas (tipe pertukaran pada sebuah hubungan). Pada 

pertukaran sebuah hubungan, dua kelompok terlibat dalam penyediaan barang 

dan layanan dan saling berbagi manfaat yang saling menguntungkan dalam 

kondisi relatif yang sukarela sehingga tindaka-tindakan klientelisme tidak bisa 

ditemukan dalam hubungan pertuanan. Patron mempertukarkan sumberdaya 

dengan suara, dukungan dan loyalitas klien. Kedua, ketidaksetaraan. 

Ketidaksetaraan berlangsung dalam pertukaran tersebut disebabkan patron 

memiliki banyak sumberdaya sedangkan klien mentransformasikan menjadi 

pola hubungan vertikal yang kemudian melahirkan superioritas hubungan 

antara satu dengan yang lain. 

 

Demikian juga yang diuraikan dengan Hefni (2009) hubungan patron-klien 

merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus. Dua pihak yang 

terlibat dalam hubungan pertukaran mempunyai kepentingan yang hanya 

berlaku dalam konteks hubungan mereka. Kedua pihak memasuki hubungan 

patron-klien karena terdapat kepentingan (interest) yang bersifat khusus atau 

pribadi, bukan kepentingan yang bersifat umum. Persekutuan semacam itu 

dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memang merasa perlu untuk 

mempunyai sekutu yang mempunyai status, kekayaan dan kekuatan superior 

atau inferio) daripada dirinya. Persekutuan antara patron dan klien merupakan 

hubungan saling bergantung.  

 

Ketergantungan semacam ini karena adanya hutang budi klien kepada patron 

yang muncul selama hubungan pertukaran berlangsung. Patron sebagai pihak 

yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang lebih banyak menawarkan 

satuan barang dan jasa kepada klien, sementara klien sendiri tidak selamanya 

mampu membalas barang ataupun jasa tersebut secara seimbang. 

Ketidakmampuan klien inilah yang kemudian memunculkan rasa hutang budi 
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klien kepada patron, yang pada gilirannya dapat melahirkan ketergantungan. 

Hubungan ketergantungan yang terjadi dalam salah satu aspek kehidupan 

sosial, dapat merembes keaspek-aspek kehidupan sosial lainnya termasuk 

kehidupan politik (Hefni, 2009). 

2.5 Kerangka Pikir 

 

Dalam sebuah penelitian, kerangka berpikir menjadi tolak ukur fokus peneliti 

dalam mengkaji sebuah fenomena. Lampung II adalah sebuah daerah pemilihan 

dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Daerah pemilihan ini meliputi 

wilayah timur Lampung, beranggotakan 7 kabupaten. Kabupaten Lampung 

Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan, 

Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat.  Dapil II dapat dikatakan sebagai 

dapil gemuk karena berisi kabupaten/kota terluas di Lampung yaitu Lampung 

Tengah, Lampung Timur, dan Waykanan. Daerah dengan isu money politik 

tertinggi pun berada di Dapil II yaitu Lampung Tengah dan Lampung Timur. 

Kasus menarik dalam Pileg DPR RI Lampung berada pada kekuatan seorang 

Mantan Wakil Gubernur Lampung dan Ketua DPW PKB Provinsi Lampung 

Chusnunia Chalim yang mampu menggeser Incumbent ke Dapil I dan menjadi 

posisi teratas atau no urut 1 dengan menempatkan suaminya yaitu Didiet 

Mardhiansyah Fitrah di nomor urut 2. Modal politik dan elektabilitas yang baik 

berpotensi memberikan jalan lebar untuk Chusnunia Chalim atau Mbak Nunik 

menduduki 1 kursi dari PKB, mengingat incumbent sudah berpindah ke dapil I. 

 

Penelitian ini mengkaji kekuatan Chusnunia Chalim dalam pemilu legislatif 

2024 dan sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Lampung dalam mempengaruhi 

suara masyarakat. Maka dari asumsi diatas, dalam hal ini peneliti tertarik untuk 

meneliti terkait Penelitian ini mengkaji kekuatan Chusnunia Chalim dalam 

pemilu legislatif tahun 2024 dan Ketua DPW PKB Lampung dalam 

mempengaruhi suara masyarakat dengan melihat bentuk patronase yaitu 

pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, 
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barang-barang kelompok, proyek-proyek gentong babi. Dalam hal ini peneliti 

tertarik untuk meneliti terkait pola hubungan klientelisme yaitu tim sukses, 

mesin jaringan sosial dan partai politik. Berikut peneliti sajikan skema kerangka 

berpikir penelitian ini: 
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Gambar 3. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024) 

 

  

Klien 

Pemilih 

Patronase 

 

1. Pembelian suara (vote 

buying) 

2. Pemberian-pemberian 
pribadi (individual gifts) 

3. Pelayanan dan Aktivitas 

(Services and Avtivities) 

4. Barang-Barang Kelompok 

(Clubs Goods) 

5. Proyek-Proyek Gentong 

Babi (Pork Barrel 

Projects) 
 

Broker 

Klientelisme 

 

1. Tim sukses 

2. Jaringan 

3. Partai politik 

Kekuatan Chusnunia Chalim dalam dalam 

mempengaruhi Pemilih Dapil Lampung 2 pada 

Pemilu legislatif Tahun 2024 

Patron  

Chusnunia Chalim 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong & Lexy, 2014).  

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui 

pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci  

(Sugiarto, 2015:8). Burhan Bungin dalam Ibrahim (2015:52) juga 

mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang 

sasarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas, semakin dalam dan 

berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas 

hasil penelitian tersebut.  

 

Penelitian kualitatif juga didefinisikan  Bogdan dan Taylor dalam Moleong & 

Lexy (2017:4): 

“sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic 

(utuh).  

 

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena fenomena yang 

diteliti mengenai bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme yang 

dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Dapil II 

Lampung memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan 

yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif 
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ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Selain itu, penelitian 

ini membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. 

Melalui variabel-variabel yang ditemukan dan memungkinkan untuk 

mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti. 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menjawab serta 

menggambarkan bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme yang 

dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Dapil II 

Lampung dalam memobilisasi suara pemilih. Dalam penelitian ini 

membutuhkan informasi yang didapatkan dari wawancara, observasi dan 

dokumen yang hasil datanya tidak berupa data angka atau statistik. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 

Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa 

domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan 

fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang 

akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016:208). 

 

Penelitian ini berfokus pada kekuatan Chusnunia Chalim dalam pemilu legislatif 

tahun 2024 dan sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Lampung dalam memobilisasi 

suara masyarakat dengan melihat bentuk patronase dan pola hubungan 

klientelisme. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti terkait klientalisme 

dan patronase politik Chusnunia Chalim pada pemilu legislatif Tahun 2024 

termasuk di dalamnya menelusuri secara ilmiah dan individu hubungan patron-

klien hingga ke tahap mobilisasi masyarakat. Selain itu penelitian ini juga melihat 

variasi patronase menurut Aspinall & Sukmajati, (2015) yang dilakukan oleh 

Chusnunia Chalim dan bagaimana efektifitasnya untuk menjaring dukungan dari 

masyarakat pemilih meliputi pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, 

pelayanan dan aktivitas, barang-barang kelompok, dan proyek-proyek gentong 
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babi. Dan menganalisis secara mendalam pola hubungan klientelisme yang 

meliputi tim sukses, mesin jaringan sosial dan partai politik. 

3.3 Informan Penelitian 

 

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman 

tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian 

walaupun hanya bersifat informal (Moleong & Lexy, 2017). 

 

Penelitian ini juga menggunakan teknik snowball sampling. Penelitian 

menggunakan teknik snowball sampling karena memperhatikan pertimbangan 

tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan 

tersebut misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. 

Teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada 

awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan 

sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang 

memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2017). 

 

Selain itu, dalam memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus 

berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (key informan). 

Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan 

verstehen. Dalam perspektif fenomenologis, versthen sangat diperlukan peneliti 

di dalam kancah penelitian. Verstehen adalah cara memahami situasi yang 

ditemui dilapangan (Fuad dkk, 2014). Penelitian ini memfokuskan informan pada 

Tim Sukses Chusnunia Chalim, Partai PKB, dan Pemilih Dapil II. Berikut adalah 

informan yang akan di wawancarai: 
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Tabel 3. Informan Penelitian 

Informan Jabatan dalam 

Instansi 

Keterangan Informasi Waktu 

Wawancara 

IF1 Pemilih di 

Kabupaten Lampung 
Tengah 

Bentuk patronase dan 

pola hubungan 
klientelisme di lapangan 

18 Agustus 2024 

IF2 Pemilih di 

Kabupaten Lampung 
Timur 

Bentuk patronase dan 

pola hubungan 
klientelisme di lapangan 

15 Agustus 2024 

IF3 Pemilih di 

Kabupaten Lampung 

Utara 

Bentuk patronase dan 

pola hubungan 

klientelisme di lapangan 

20 Agustus 2024 

IF4 Pemilih di Waykanan Bentuk patronase dan 

pola hubungan 

klientelisme di lapangan 

22 Agustus 2024 

IF5 Pemilih di Tulang 
Bawang Barat 

Bentuk patronase dan 
pola hubungan 

klientelisme di lapangan 

6 Agustus 2024 

IF6 Pemilih di 

Kabupaten Tulang 
Bawang 

Bentuk patronase dan 

pola hubungan 
klientelisme di lapangan 

6 Agustus 2024 

IF7 Pemilih di 

Kabupaten Mesuji 

Bentuk patronase dan 

pola hubungan 
klientelisme di lapangan 

12 Agustus 2024 

IF9 Warga NU 

Struktural/Kultural 

Bentuk patronase dan 

pola hubungan 

klientelisme di lapangan 

29 Agustus 2024 

IF10 Bawaslu Bentuk patronase dan 

pola hubungan 

klientelisme di lapangan 

2 Oktober 2024 

IF11 Panwaslu Bentuk patronase dan 
pola hubungan 

klientelisme di lapangan 

2 Oktober 2024 

IF12 KPU Bentuk patronase dan 

pola hubungan 
klientelisme di lapangan 

4 Oktober 2024 

IF13 Akademisi Bentuk patronase dan 

pola hubungan 
klientelisme di lapangan 

3 Oktober 2024 

IF14 Wartawan Bentuk patronase dan 

pola hubungan 

klientelisme di lapangan 

3 Oktober 2024 

             Sumber : Diolah Peneliti, 2024 
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Menganonimkan informan penelitian dengan kode merupakan langkah esensial dalam 

menjaga etika penelitian dan validitas data. Praktik ini bertujuan untuk melindungi 

privasi dan keamanan informan, terutama ketika penelitian melibatkan isu-isu sensitif 

yang berpotensi menimbulkan risiko bagi partisipan. Creswell (2014) menyatakan 

bahwa melindungi identitas peserta dapat membangun kepercayaan dan membuat 

mereka merasa lebih nyaman dalam berbagi pengalaman secara terbuka. Selain itu, 

penggunaan kode anonim meningkatkan keterbukaan informan dalam memberikan 

data, yang berdampak langsung pada validitas dan reliabilitas temuan penelitian. 

Dalam konteks ini, prinsip dasar etika penelitian, seperti yang tercantum dalam The 

Belmont Report, menegaskan pentingnya menghormati otonomi subjek dan 

melindungi mereka dari potensi bahaya. Lebih lanjut, pemberian kode anonim juga 

mematuhi regulasi hukum, termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang 

Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang mengharuskan peneliti untuk menjaga 

kerahasiaan data informan. Dengan demikian, berdasarkan kesepakatan dengan 

narasumber/informan, penelitian ini memilih untuk menanonimisasikan tidak hanya 

menjadi kewajiban etis, tetapi juga legal, yang menjamin integritas penelitian dan 

perlindungan hak partisipan. 

3.4 Jenis dan Sumber data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian 

yang diperoleh melalui dua sumber data (Sugiyono, 2016) 

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang 

ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara 

langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut 

dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan 

wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 

dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini 
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menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari 

sumber data primer berupa artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, 

majalah, website, dan sebagainya. Selain itu, data sekunder dalam penelitian 

ini yaitu berupa bentuk-bentuk postingan kampanye kandidat di media sosial. 

Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau mendukung data yang telah 

peneliti kumpulkan. Berikut dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai data sekunder: 

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 

2016  

2. Berita-berita dari media massa online berkaitan dengan Caleg Legislatif 

DPR RI 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

(Sugiyono, 2018). Mc Milan dan Schumacher mengemukakan beberapa 

instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain 

observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam dan 

dokumen dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi (Suharsaputra, 2014) sebagai berikut:  

 

1. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara 
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dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan 

wawancara dapat berinteraksi langsung dengan dengan narasumber yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

 

Barakso, Sabet dan Schaffner (2014) mendefinisikan wawancara adalah 

“interviewing is perhaps the core research methodology used in most small-n research. 

Interviews might be held with political leaders, social movement participant, civil 

servants. Or any variety of public and/or political actor”   

 

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah dengan teknik wawancara tatap 

muka (face to face interview). Terkait penelitian ini, wawancara yang 

dilakukan meliputi wawancara semi-terstruktur (semistructure interview) atau 

wawancara in depth interview, yakni pelaksanaannya lebih bebas dan 

tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di 

mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. 

Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang 

terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan 

(Manzilati, 2017). 

 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling 

utama dalam penelitian kualitatif (Satori & Komariah, 2020). Observasi atau 

pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan 

pancra indra lainnya. Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan 

merinci gejala yang terjadi, dimaksud sebagai pengumpulan data selektif 

sesuai dengan pandangan peneliti (Bungin, 2015).  

 

Pemilihan observasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini untuk 

mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam proses wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti. Dengan dilakukannya observasi untuk mendapatkan 
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data-data melalui pengamatan yang dilakukan diluar proses wawancara 

sebagai data tambahan di dalam data primer penelitian. Jenis observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yaitu 

pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi dan 

mengembangkan pengamatan  berdasarkan perkembangan yang terjadi 

dilapangan (Bungin, 2015). 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan 

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 

2017). 

 

Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data 

sebagai bukti yang riil bahwa  telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian 

dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga 

mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah 

dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam 

waktu yang lama.  

 

3.6 Teknik Pengolahan Data 

 

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. 

Teknik pengelohan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Editing Data  

Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau 

kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan 
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sejauh mungkin (Narbuko & Achmadi, 2016: 153). Proses editing merupakan 

proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data 

yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan 

dokumentasi di lapangan. 

 

2. Interpretasi Data 

Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil 

dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis 

dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi,2012).  Penelitian ini 

akan menjabarkan data yang ada melalui tahap editing kemudian diberikan 

penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil 

dari penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, 

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban 

terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017:193). Analisis data menurut 

Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy  (2017: 248) adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.  

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur 

reduksi data, display (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). 

Proses tersebut dijabarkan menurut Miles. dkk (2014:16) yaitu sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat 
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memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan. 

2. Penyajian Data (displaydata)  

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di 

lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah 

seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas 

kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah 

dikelompokkan dan dikategorikan.  

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis 

data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.  

 

Proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari melakukan 

peninjauan data primer dari hasil wawancara dan dianalisis dengan menggunakan 

teori koalisi untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan 

penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dan didukung 

dengan data sekunder penelitian. Setelah dianalisis, proses selanjutnya yaitu 

menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi. Pengolahan data dimulai 

dengan pencatatan data mentah kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus 

penelitian. Data dianalisis lalu diperiksa keabsahannya kemudian dibuat sebuah 

kesimpulan.  

 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

 

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa 

yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016:246). Teknik 

keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji 



47 
 

 

kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.  

 

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang 

dikembangkan oleh Denzim  ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik serta teori (Moleong & J, 2017:331). Teknik triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Triangulasi sumber peneliti menggunakan berbagai sumber seperti Undang-

undang tentang Pemilihan Umum, dokumen, arsip dan berita online. 

2. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara, observasi 

dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

wawancara observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan 

yang berkaitan dengan bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme yang 

dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Dapil II 

Lampung dalam memobilisasi suara pemilih serta pihak lain seperti pengamat 

politik. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini mengungkapkan bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme 

yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim (Nunik) dalam Pemilu Legislatif  tahun 

2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II. Penelitian ini menjawab dua 

pertanyaan utama: 

1. Bentuk Patronase Chusnunia Chalim 

Patronase yang dilakukan oleh Chusnunia  Chalim meliputi berbagai bentuk, 

seperti pemberian barang pribadi, pelayanan komunitas, barang kelompok 

(club goods), hingga bentuk pemberian material seperti cinderamata berupa 

tumbler. Strategi ini dilakukan dengan pendekatan berbasis keagamaan 

melalui jaringan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslimat NU, dan Fatayat 

NU. Selain itu, kehadiran Chusnunia Chalim di acara-acara komunitas, 

khususnya kegiatan keagamaan, memperkuat loyalitas pemilih melalui ikatan 

emosional. Namun, penelitian ini tidak menemukan indikasi penggunaan 

proyek infrastruktur (pork barrel projects) secara langsung dalam kampanye 

Chusnunia Chalim. 

2. Pola Hubungan Klientelisme Chusnunia Chalim 

Hubungan klientelisme yang dibangun oleh Chusnunia Chalim berlandaskan 

jaringan sosial berbasis agama dan pengaruh tokoh masyarakat. Dukungan 

kuat dari kiai NU dan kader PKB memainkan peran penting dalam 

memobilisasi suara. Strategi klientelisme ini menciptakan loyalitas emosional 

dan resiprokal antara kandidat dan pemilih. Konstituen merasa terhubung 

secara budaya, spiritual, dan moral, yang diperkuat oleh bantuan material dan 

janji konkret. Meski efektif, pola ini memperlihatkan ketergantungan 

masyarakat pada keuntungan langsung daripada penilaian terhadap 

kompetensi kandidat. 
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa patronase dan klientelisme Chusnunia 

Chalim terbukti efektif dalam memobilisasi suara, terutama di komunitas 

berbasis agama. Meskipun strategi ini berhasil menciptakan loyalitas pemilih, 

praktik ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi, di mana 

pemilih lebih dipengaruhi oleh hubungan transaksional dan ikatan emosional 

daripada penilaian rasional terhadap visi dan program kandidat. 

5.2 Saran 

 
1. Bagi Penyelengga Pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Peneliti menyarankan perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap 

berbagai bentuk patronase dan pola klientelisme, terutama yang dilakukan 

melalui pemberian materi atau bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan integritas demokrasi tetap terjaga dan meminimalkan pengaruh 

transaksional dalam hubungan kandidat dan pemilih. 

 

2. Bagi Partai Politik: Peneliti menyarakan partai dapat mengurangi 

ketergantungan pada pendekatan berbasis patronase dan klientelisme. Sebagai 

gantinya, partai perlu mengembangkan strategi kampanye yang lebih 

transparan, berbasis program, dan mendukung edukasi politik masyarakat 

untuk mendorong partisipasi pemilih yang lebih rasional. 

 

3. Bagi Pemilih: Disarankan untuk meningkatkan kesadaran politik seperti 

pendidikan politik agar ada pengetahuan tentang sistem politik, hak-hak 

pemilih, dan proses demokrasi serta kritis terhadap informasi yang diterima 

dan dapat membedakan antara fakta dan opini. Selanjutnya agar tidak 

menerima uang atau hadiah dengan menolak uang atau hadiah dari calon atau 

partai politik dan dapat memilih berdasarkan visi dan misi serta program kerja. 
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